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ABSTRAK

AMAL SALIH. 2020. Pengelolaan Pajak Bumi dan Banguan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kab. Maros tahun 2015 — 2019 (dibimbing oleh H.
Muhammad lkram Idrus dan Abdul Hafid Burhami).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan dan
penentuan target penerimaan PBB-P2 serta kaitannya dengan
pertumbuhan PAD di Kabupaten Maros, Potensi Penerimaan PBB-P2 di
Kabupaten Maros, Faktor-Faktor penghambat penerimaan PBB-P2 di
Kabupaten Maros dan Faktor-faktor pendukung penerimaan PBB-P2 di
Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif data
yang diperoleh berupa informasi-informasi ilmiah mengenai keadaan saat
ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang digunakan.

Berdasarkan penelitian ditinjau dari aspek manajemen berupa
fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi cukup baik. Dari hasil
pengelolaan tersebut, penerimaan dari PBB-P2 relatif memenuhi target,
artinya ada tahun-tahun tertentu (2015 dan 2016) tidak memenuhi target
namun dengan persentase wajar, tapi di tahun berikutnya (2017, 2018,
dan 2019) sudah melampaui target. Dalam pengelolaannya masih
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain
pada sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak yang
masih perlu ditangani serius, efektif dan efisien, termasuk sistem
administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak

Kata Kunci : Pengelolaan PBB- P2 dan PAD
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pajak sangat populer karena terkait dengan aspek ekonomi
dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat/individu, organisasi/
badan, dan pengusaha, dapat dikenai pajak secara langsung maupun
tidak langsung. Perubahan teknologi juga sedang mengubah cara dan
fungsi pajak beroperasi sehari-hari. Fungsi pajak di masa depan akan
tampak sangat berbeda dari hari ini. Apakah siap menghadapinya?

Pajak yang ada di tengah masyarakat seperti : pajak makanan
dan restoran, pajak kendaraan, pajak reklame, pajak atas premi asuransi,
pajak perbankan, pajak e-commerce, pajak galian tambang, pajak
penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain, merupakan macam-
macam pajak yang di Indonesia sepertinya memang penting untuk
diketahui oleh setiap lapisan masyarakat dikarenakan agar setidaknya
masyarakat dapat memahami jenis pajak yang harus dibayar.

Perpajakan adalah pengenaan pungutan wajib pada individu atau
entitas oleh pemerintah. Pajak dipungut dihampir setiap negara di dunia,
terutama untuk meningkatkan pendapatan dan untuk pengeluaran
pemerintah (Neumark, 2020). Pajak menurut Payfazz (2018) adalah
bentuk kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat terikat berdasarkan Undang-Undang, dan pajak tersebut

digunakan untuk membangun sarana dan prasarana nasional.



Pajak ini menjadi penting karena menjadi sumber utama
pendapatan suatu Negara. Menurut Dirjen Pajak (DJP) RI (2020), bahwa
sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan
hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga
Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Damasha (2020) menjelaskan bahwa macam-macam pajak di
Indonesia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak
daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah
Pusat yang dalam hal ini sebagiannya dikelola oleh Dirjen Pajak yang
berada dibawah Kementerian Keuangan RI, terdiri dari Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara
itu, Pajak Daerah merupakan macam-macam pajak di Indonesia yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah, vyaitu di tingkat Provinsi (Pajak
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan), maupun di Kabupaten/Kota berupa :
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
Pajak Parkir yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan

Daerah setempat.



Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas
lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan
sumber keuangan ril bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai
hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber PAD
yang hasilnya dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah
mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya
sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini
menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak
lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil
dari pengelolaan pajak tersebut masuk ke kas daerah setempat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, PBB-P2 menjadi salah satu
sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu membangun dan
memberikan kesejahteraan bagi rakyat daerah yang bersangkutan. Setiap
daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola PBB-P2 sehingga
besarnya kontribusi pajak tersebut berbeda-beda. Setiap tahun PBB-P2
dievaluasi untuk melihat tingkat kontribusinya dalam meningkatkan PAD.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan, yakni Pemerintah
Kabupaten Maros sedang dalam usaha mengembangkan dan

membangun daerahnya melalui upaya untuk meningkatkan sumber-



sumber PAD sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan
melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar
mencapai target atau meningkat setiap tahunnya secara konsisten.

Berikut data PAD dan PBB Kabupaten Maros tahun 2015 - 2019.

Tabel 1. Data Penerimaan PAD dan PBB Kabupaten Maros
Tahun 2015 - 2019

Tahun PAD (Rp) PBB (Rp)
2015 141.487.685.605 9.567.503.444
2016 165.487.675.628 10.238.786.045
2017 194.999.053.694 23.036.824.274
2018 219.844.779.862 20.789.034.673
2019 227.998.857.884 22.549.488.951

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. 2020

Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 sampai 2019, PAD
secara umum mengalami peningkatan, dan kontribusi PBB yang berasal
dari PBB-P2 terhadap PAD adalah sebesar 6,76% (2015), 6,18% (2016),
11,81 (2017), 9,45% (2018), dan 9,89% (2019).

Nampak bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten
Maros mengalami fluktuasi naik dan turun dan bahkan pencapaian target
penerimaan dari PBB-P2 masih rata-rata di bawah 10%-12%. Hal ini
terjadi karena diindikasikan bahwa pengelolaan atau pelaksanaan
intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak belum konsisten.

Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian
Keuangan RI (2014) menjelaskan bahwa mengingat PBB-P2 merupakan
jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih

adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah



mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem
pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya
sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Hal
tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan
sarana/prasarana, organisasi, dan SDM di daerah yang akan melakukan
pemungutan PBB-P2.

Hal lainnya yang diindikasikan menjadi kendala secara teknis
terkait pemungutan PBB-P2, meliputi organisasi dan SDM, sarana dan
prasarana pendukung, tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian, dan
penetapan, tata cara pelayanan pembayaran, tata cara pengelolaan
piutang, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi (Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI, 2014)

Di Kabupaten Maros sendiri, hampir sebagian ditemui kendala
sistem dan aspek teknis tadi. Kendala operasional terkait PBB-P2
tersebut, antara lain: banyaknya rumah kosong yang tidak ada
penghuninya sehingga Wajib Pajak tidak diketahui, masih banyak objek
pajak yang belum masuk dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
(SISMIOP), terjadinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang ganda,
bertambahnya objek pajak yang semula berupa tanah kemudian telah
dibangun bangunan di atas tanah tersebut, serta wajib pajak nakal yang
hal ini terkait kepatuhan masyarakat membayar pajak, sistem administrasi

dan hukum, dan kualitas aparat perpajakan (Talib, 2012: 2).



Semua faktor tersebut menjadi penghambat pencapaian target
penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros, sehingga perlu dilakukan
upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 (sebagai pajak
local/local tax) yang dapat mendorong meningkatkan PAD, serta sekaligus
memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Untuk menggapai hal tersebut, maka perlu meningkatkan pelayanan
masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam
pengelolaan PBB-P2.

Terkait pengelolaan PBB-P2 dan kendala yang dihadapi, maka
aspek penting yang perlu diketahui di Kabupaten Maros adalah
perencanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga aspek tersebut merupakan
fungsi manajemen yang menjadi wahana penunjang dan kontrol serta
pengendalian.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian
Keuangan RI (2014), PBB-P2 seharusnya dapat menjadi primadona
penerimaan daerah, mengingat karakteristik objeknya yang relatif banyak
dan bersifat tetap dengan nilai yang selalu naik dari tahun ke tahun.
Namun potensi yang besar tersebut membutuhkan sistem pengelolaan
yang baik dan dapat diandalkan. Pengelolaan yang baik dimulai dari
perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah adanya
arah dan sasaran yang harus dicapai dari waktu ke waktu dan sebagai

acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan.



Bagi instansi yang diberikan tugas dan fungsi mengelola
penerimaan daerah, perencanaan penerimaan merupakan target yang
biasanya disajikan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang
yang disusun untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, perencanaan (target)
dan pencapaian target (realisasi) berkaitan erat dengan kinerja
(performance) suatu instansi. Perencanaan penerimaan PBB-P2 dimulai
dari penentuan model peramalan penerimaan PBB-P2, perhitungan dan
penetapan target penerimaan PBB-P2, sampai dengan penyusunan
program kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta langkah-
langkah antisipatif apabila dalam periode berjalan, target tertentu tidak
dapat dicapai (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian
Keuangan RI, 2014).

Dari rangkaian penjelasan ataupun fenomena yang terjadi, maka
wajar dan beralasan untuk melakukan penelitian dengan judul
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros.

Pemilihan Kabupaten Maros pada penelitian ini didasari alasan,
yaitu merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan
(Makassar), sebagai Kota Metropolitan MAMMINASATA (Perpres
55/2011) yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
di Sulawesi Selatan akan menjadi proyek percontohan pengembangan

tata ruang terpadu di Indonesia, Pusat Penelitian Pertanian di wilayah
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timur Indonesia, terdapat bandara internasional, dan memiliki

pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengelolaan
pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros ?.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Perencanaan dan penentuan target penerimaan PBB-P2 serta
kaitannya dengan pertumbuhan PAD di Kabupaten Maros.
2. Potensi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros.
3. Faktor-Faktor penghambat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros

4. Faktor-faktor pendukung penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka
penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengelolaan PAD
(PAD) Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan turut memperkaya cakrawala

pandang tentang penggunaan dan pengembangan teori dalam bidang



manajemen khususnya subbidang keuangan dan pajak serta pendapatan
sektor publik.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis

Memperluas khasanah pengetahuan manajemen terkait
pengelolaan keuangan melalui Pajak, khususnya tentang PBB Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan PAD.
b. Bagi Masyarakat

Menjadi kontribusi bagi penambahan ilmu pengetahuan tentang
pentingnya pajak, unsur pajak, tindakan sadar pajak, prosedur pajak di era
digital bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.
c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan
pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah mengenai pengelolaan PBB-
P2 dalam meningkatkan PAD, sehingga dapat lebih mengoptimalkan

penerimaan PAD Kabupaten Maros.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis
1. Manajemen
a. Pengertian

Menurut Kukreja (2020), Manajemen sangat penting untuk
kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua
jenis manajemen. Manajemen yang baik menjadi tulang punggung
organisasi yang sukses. Mengelola aktifitas berarti menyelesaikan sesuatu
untuk mencapai tujuan dan mengelola suatu organisasi berarti
menyelesaikan sesuatu melalui orang lain untuk mencapai tujuannya.

Apakah manajemen adalah seni atau sains ? Hal tersebut akan
terus menjadi subjek perdebatan. Namun, sebagian besar pemikir
manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen
akademik formal membantu dalam mengelola secara sukses.

Kukreja (2020) mengatakan bahwa banyak pemikir manajemen
mendefinisikan manajemen dengan caranya sendiri. Misalnya, Van Fleet
dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan
yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif
dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Megginson, Mosley, dan Pietri
mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya
manusia, keuangan dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan
melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan

mengendalikan’.

10
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Wilkinson (2013) mendefinisikan manajemen sebagai satu atau
sekelompok individu yang menantang dan mengawasi seseorang atau
sekelompok orang dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
diinginkan. Definisi manajemen juga mencakup orang atau kelompok
kolektif yang memiliki kemampuan eksekutif untuk memimpin kelompok,
yang bercita-cita untuk memenuhi tujuan dan visi organisasi.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Dari halaman Lumen, disebutkan bahwa proses manajemen terdiri
dari empat fungsi utama yang harus dilakukan manajer, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Perlu
disadari bahwa proses manajemen tidak selalu linier. Itu tidak selalu
dimulai dengan perencanaan dan berlanjut melalui setiap langkah sampai
tujuan organisasi tercapai karena tidak mungkin untuk merencanakan
setiap masalah yang akan dihadapi organisasi. Saat proses manajemen
berlanjut, perubahan dan modifikasi dilakukan saat kejadian tak terduga
muncul. Manajer memastikan perubahan yang diperlukan diterapkan dan
bahwa kesatuan serta integritas seluruh proses dipertahankan.

Fungsi-fungsi manajemen yang disebutkan tadi dapat dijelaskan
sebagai berikut.

1) Perencanaan

Perencanaan berarti mendefinisikan tujuan Kkinerja untuk

organisasi dan menentukan tindakan dan sumber daya apa yang

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan,
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manajemen menentukan seperti apa masa depan organisasi dan
bagaimana mencapainya. Rencana strategis bersifat jangka panjang dan
mempengaruhi  seluruh  organisasi. Sebuah rencana strategis
menjembatani kesenjangan antara apa organisasi itu dan akan menjadi
apa. Rencana taktis menerjemahkan rencana strategis menjadi tindakan
khusus yang perlu dilaksanakan oleh departemen di seluruh organisasi.
Rencana taktis menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang akan
melakukannya, dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya.
2. Pengorganisasian

Setelah rencana dibuat, keputusan harus dibuat tentang cara
terbaik menerapkan rencana tersebut. Fungsi pengorganisasian
melibatkan keputusan tentang cara organisasi akan disusun (oleh
departemen, tim matriks, tanggung jawab pekerjaan, dan lain-lain).
Pengorganisasian melibatkan penugasan wewenang dan tanggung jawab
ke berbagai departemen, mengalokasikan sumber daya ke seluruh
organisasi, dan menentukan kegiatan kelompok dan individu yang akan
dikoordinasikan.
3) Pengarahan

Hampir semua yang dicapai dalam sebuah organisasi adalah
dilakukan oleh orang-orang. Perencanaan dan pengorganisasian terbaik
tidak akan efektif jika orang-orang di dalam organisasi tidak mau
mendukung rencana tersebut. Pemimpin menggunakan pengetahuan,

karakter, dan kharisma untuk membangkitkan antusiasme dan
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menginspirasi upaya untuk mencapai tujuan. Manajer juga harus
memimpin dengan mengkomunikasikan tujuan ke seluruh organisasi,
dengan membangun komitmen terhadap visi bersama, dengan
menciptakan nilai dan budaya bersama, dan dengan mendorong kinerja
tinggi. Manajer dapat menggunakan kekuatan pemberian penghargaan
dan hukuman untuk membuat orang mendukung rencana dan tujuan.
Pemimpin menginspirasi orang untuk mendukung rencana, menciptakan
keyakinan dan komitmen. Keterampilan kepemimpinan dan manajemen
tidak sama, tetapi mereka dapat dan memang muncul pada orang yang
paling efektif.
4) Mengontrol

Ada pepatah militer terkenal yang mengatakan tidak ada rencana
pertempuran yang selamat dari kontak dengan musuh. Artinya
perencanaan memang perlu untuk melakukan persiapan, namun ketika
sudah waktunya melaksanakan rencana, semuanya tidak akan berjalan
sesuai rencana. Hal yang tidak terduga akan terjadi. Mengamati dan
menanggapi apa Yyang sebenarnya terjadi disebut pengendalian
(controlling). Pengendalian adalah proses pemantauan kegiatan,
mengukur kinerja, membandingkan hasil dengan tujuan, dan membuat
modifikasi dan koreksi bila diperlukan.

Dalam artikel Krishali mengatakan bahwa Henry Fayol, bapak
prinsip manajemen, telah mengklasifikasikan fungsi manajerial sebagai

berikut: (a) Perencanaan, termasuk peramalan, (b) Pengorganisasian, (c)
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Komando, (d) Koordinasi, dan (e) Pengendalian. Gulick dan Urwiik telah
mengklasifikasikan fungsi manajemen menjadi tujuh, vyaitu: (a)
Perencanaan, (b) Pengorganisasian, (c) Pengarahan, (d) Kepegawaian,
(e) Koordinasi, (f) Pelaporan, dan (g) Penganggaran.

Sementara Gallie (2009) mengatakan bahwa selain fungsi-fungsi
manajemen yang ada, monitoring dan evaluasi juga merupakan salah satu
fungsi manajemen. Menurut Wikipedia (2020), Monitoring (pemantauan)
dan Evaluasi digunakan untuk menilai kinerja proyek, lembaga dan
program yang dibentuk oleh pemerintah, organisasi internasional dan lain-
lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan keluaran/hasil
dan dampak saat ini dan di masa depan. Pemantauan adalah penilaian
program yang berkelanjutan berdasarkan informasi rinci awal tentang
kemajuan atau keterlambatan kegiatan yang dinilai yang sedang
berlangsung, sedang Evaluasi adalah pemeriksaan tentang relevansi,
efektifitas, efisiensi dan dampak kegiatan sehubungan dengan tujuan
yang ditentukan.

2. Pajak
a. Pengertian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan dengan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo , 2013 : 16)
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Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum

dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1:

“‘pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak”

1)

2)

3)

4)

5)

Ciri-ciri pajak antara lain:

Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.

Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber
daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.

Pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik
rutin maupun pembangunan.
Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para
wajib pajak.

Selain berfungsi sebagai anggaran, pajak juga berfungsi sebagai
alat untuk mengatur, untuk melksanakan kebijakan Negara di

bidang sosial dan ekonomi.

b. Fungsi Dan Asas Pajak
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1. Fungsi pajak
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai
dua fungsi menurut Mardiasmo , (2013 : 18) yaitu :
a) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat mengatur atau
melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
2. Asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2013 : 27) yaitu:
a) Asas Domisili
b) Asas Sumber
c) Asas Kebangsaan
Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith ada empat
yang dikelompokkan Mustika, (2014:6), sebagai berikut:
a) Equality
b) Certainity
c) Convenience
d) Economy
c. Macam-Macam Pajak
Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, menurut
Mardiasmo , (2013 : 2) yaitu:
Pajak Menurut Golongan

1) Pajak Langsung
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2) Pajak Tidak Langsung
a) Pajak Menurut Sifat
Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1) Pajak Subjektif
2) Pajak Objektif
b) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya
Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua,
yaitu:
1) Pajak Pusat
2) Pajak Daerah
d. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan atau
bangunan.Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dasar hukum
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang undang Nomor 12
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Subjek pajak dalam
Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan
atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan.Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib pajak Pajak Bumi dan
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Bangunan.Objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi,

dan atau bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi:

1.

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan
antara lain; hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang
merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut.
jalan tol.

kolam renang

pagar mewah,

tempat olah raga,

galangan kapal dan dermaga,

teman mewabh,

tempat penampungan/kilang minyak, tempat penampungan air dan

gas, serta pipa minyak.

Fasilitas lain yang memberikan manfaat Selain sebagai objek pajak,

ada pula bumi dan atau bangunan yang tidak dikenakan Pajak

Bumi dan Bangunan dengan kriteria:

a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan.

b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis

dengan itu.
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c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh
desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.

d) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

e) digunakan oleh badan perwakilan atau organisasi internasional
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal

15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan

dan perkotaan diserahkan ke pemerintah Kabupaten atau kota.

Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan

dan Perkotaan kepada pemerintah Kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011

dan paling lambat 1 Januari 2014.

1. Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB- P2 adalah pajak atas
bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan,
perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainya masih dipungut
oleh pemerintah pusat.

2. Objek Pajak Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/

atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh



20

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan wusaha perkebunaan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

b. Jalan tol.

c. Kolam renang.

d. Pagar mewah.

e. Tempat olahraga.

f. Galangan kapal, dermaga.

g. Taman mewah.

h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

I.  Menara.

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan
adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan.

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu.
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4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak.

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
perlakuan timbal balik.

6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

7. Subjek dan Wajib Pajak Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau
memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Wajib PBB- P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat
atas bangunan.

Cara Menghitung PBB PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung
dengan cara: PBB PP= tarif x (NJOP-NJOPTKP)

a. Tarif PBB Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan
dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) NJOP adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jualbeli yang terjadi secara wajar. Bilamana

tidak terdapat transaksi jualbeli, NJOP ditentukan melalui
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perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai

perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat

dilakukan dengan:

1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak
dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain
sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta
telah diketahui harga jualnya.

2) Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan
nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada
saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan
berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

3) Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan
nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil
produksi objek pajak tersebut.

8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Besarnya
NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan
oleh masing-masing pemerintahan Kabupaten/kota dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

9. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB PP dikenakan setiap

tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada
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tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah

yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap objek pajak PBB

dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta

ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut
berdasarkan peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. PAD merupakansalah satu sumber pendapatan
daerah yang diperoleh dari sumber-sumberpenerimaan di daerah.
Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan danayang cukup
banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkandana
perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali
potensidaerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan
pengeluaran rutin danpengeluaran pembangunan daerah dalam era
otonomi daerah demi meningkatkanpendapatannya. Adanya PAD, maka
dapat dijadikan indikator pentinguntuk menilai tingkat kemandirian
Pemerintah Daerah di bidang keuangan.
Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri

dari:
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1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang
memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak
daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”.

Pengelompokkan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap

pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (Waluyo dan Wirawan,

2002):

a. Pembagian berdasarkan golongan : pajak langsung, pajak tidak
langsung.

b. Pembagian berdasarkan sifatnya : pajak subyektif, pajak obyektif.

c. Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah.
Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak
daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota.
Penggolongan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang
perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan
Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar

pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku,
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baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000

adalah:
1) Pajak Daerah Tingkat | (Propinsi), terdiri dari:
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas
Alir.
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan.
2) Pajak Daerah Tingkat Il (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel,
pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan
jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan ¢ dan pajak
parkir.
2. Retribusi Daerah

Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang
diperbolehkan dalam undang-undang.Retribusi daerah merupakan salah
satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau
imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan
retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
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orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli
secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga
barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak
yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah
yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada
umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa
dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar
retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang
bersangkutan.

Sumber penerimaan retribusi daerah Kabupaten atau kota terdiri
dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan
atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte
sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi
parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi
terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat
rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin

mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berfungsi sebagai
penunjang/referensi dan bahan perbandingan. Hasil penelitian yang
dimaksud adalah terkait dengan topik penelitian ini mengenai PBB-P2,

yaitu sebagai berikut.



Tabel 2 . Penelitian Terdahulu
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No.| Nama & Judul Metode Hasil Penelitian
Tahun Analisis
1. | Nafilah “Intensifikasi Metode “telah terjadi
(2013), Pemungutan penelitian peningkatan
PBB- P2 di Deskriptif kepatuhan wajib
Dinas pajak dalam
Pendapatan melakukan
Daerah Kota pembayaran,
Makassar”. namun tingkat
kepatuhan ini
masih harus
ditingkatkan karena
peningkatan SPT
yang masuk lebih
besar dibanding
dengan jumlah
wajib pajak yang
melakukan
pembayaran.”
2. | Zaky “ Peranan Pajak | penelitian Rata-rata
(2012), Daerah dan yang bersifat pertumbuhan pajak
Retribusi deskriptif. daerah dan
Daerah retribusi daerah

Terhadap PAD
Di Kabupaten
Ekskaresidenan
Banyumas.
Lokasi
penelitian Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
(DPPKAD)
Kota/Kabupaten
di
eksKaresidenan
Banyumas.

Kabupaten di
eksKaresidenan
Banyumas
menunjukkan trend
peningkatan.
Kontribusi pajak
daerah dan
retribusi daerah
terhadap PAD di
Kabupaten
eksKaresidenan
Banyumas
mengalami fluktuasi
peningkatan.
Efektifitas pajak
daerah dan
retribusi daerah di
Kabupaten
eksKaresidenan
Banyumas rata-rata
mencapai 100%,
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hal ini berarti
Pemerintahan
Daerah sudah
cukup efektif dalam
pemungutan pajak
dan retribusi

daerah.

Marjuni “Efektivitas penelitian menunjukkan

(2019), Pengelolaan kualitatif pengelolaan yang
Pajak Bumi Dan | dengan tipe baik tetapi masih
Bangunan desriptif ada hambatan yang
Perdesaan sering terjadi
Perkotaan (Pbb- seperti hambatan
P2) Di Dinas internal yaitu
Pendapatan kurangnya
Daerah kesadaran
Kabupaten masyarakat dalam
Bone” membayar pajak

sehingga
memperlambat
dalam sistem
pengelolaan PBB.
Hambatan
eksternal yaitu
masih kurangnya
sumber daya
manusia para
pegawainya, Surat
Pemberitahuan
Pajak Tertulis
(SPPT) kadang
tidak sampai ke
wajib pajak yang
susah untuk
dijangkau,
masyarakat tidak
patuh dalam
membayar pajak,
serta permasalahan
administrasi yang
terjadi dalam
pelayanan PBB di
Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten
Bone.
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C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini adalah didasari oleh masalah dan
tujuan penelitian serta teori penunjangnya, dalam hal ini menyangkut
penelusuran dari sisi pengelolaan salah satu sumber PAD, yakni PBB-P2
yang merupakan jenis pajak yang relatif baru yang dapat dipungut oleh
daerah sesuai Undang-Undang dan Peraturan Kepala Daerah yang
bersangkutan.

Belum optimalnya penggalian PAD selama ini terutama
disebabkan oleh belum mampunya daerah dalam mengestimasi besar
potensi pajak yang dimilikinya, besarnya potensi pajak inilah yang
kemudian menjadi dasar dalam penentuan target penerimaan per jenis
pajak bagi daerah.

Oleh karenanya, PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan PAD,
melalui pengelolaan yang optimal yang ditunjang oleh aspek manajemen
terutama berupa perencanaan, monitoring dan evaluasi yang akan
menampakkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan atau penerimaan PBB-
P2 dan sejauhmana kontribusinya terhadap PAD.

Kerangka berpikir penelitian di sini secara ringkas digambarkan

sebagai berikut.

Pengelolaan

PBB-P2

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Maros,
dalam hal ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung dari bulan
Januari sampai dengan bulan Juni 2020 melalui rangkaian aktifitas, yaitu :
penelitian pendahuluan, penyusunan rencana penelitian/proposal, seminar
proposal, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan hasil
penelitian (skripsi).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian
deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,
menganalisis dan menginterpretasikan secara sistematis kondisi-kondisi
yang saat ini terjadi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi-
informasi ilmiah mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara
variabel-variabel yang digunakan.

Penelitian deskriptif di sini menggunakan pendekatan kuantitatif,
yaitu mengumpulkan informasi yang dapat diukur. Tujuannya adalah untuk
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-

teori yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi.
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C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis yang digunakan adalah berupa data kuantitatif dan data
kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi literatur
terkait topik penelitian.

Sedang sumber data penelitian adalah berasal dari Pemerintah
Kabupaten Maros dalam hal ini internal Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros berupa data primer
dan data sekunder.

Data primer yang dibutuhkan adalah mengenai potensi objek,
subyek, dan wajib pajak serta jumlah penerimaan, metode perhitungan
pengenaan pajak, prosedur dan digitalisasi pajak.

Data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari : target dan realisasi
penerimaan PBB-P2 dan target dan realisasi PAD periode 2015-2019
yang berupa dokumen atau catatan yang terpublikasi elektronis dan non

elektronis.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penelitian
ini, maka instrumen yang digunakan terdiri dari : wawancara (terstruktur,
artinya pertanyaan dan jawaban disediakan oleh peneliti), observasi
(pengamatan  berulang), dan pengukuran langsung (melakukan
perhitungan secara kuantitatif).

Secara teknis tentang pengumpulan data ini digunakan alat tulis

dan perekam serta komputer.



32

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya direduksi untuk menghimpun
data yang murni dibutuhkan oleh penelitian ini. Lalu dilakukan
penganalisisan menyangkut :

1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 : Membandingkan Target
dan Realisasi PBB-P2, sehingga dapat ditemukan persentase :
pertama, pencapaian  target, serta  kedua, perubahan
(peningkatan/penurunan) realisasi PBB-P2 setiap tahunnya.

2. Rasio Proporsi Penerimaan PBB-P2 : Untuk penentuan potensi
penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros adalah berdasarkan indikator
rasio proporsi realisasi PBB-P2 dibagi dengan rata-rata PAD.

3. Butir 1 dan 2 merupakan aspek monitoring dan evaluasi yang
selanjutnya menjadi dasar dibuatnya perencanaan dan penentuan
target ataupun potensi penerimaan (yang didalamnya dideskripsikan
faktor yang meningkatkan PBB-P2 serta faktor penghambat
penerimaan sektor PBB-P2) untuk kepentingan pengambilan

keputusan tahun anggaran penerimaan periode berikutnya.

F. Definisi Variabel Operasional
Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yakni variabel PBB-P2 dan

variabel PAD, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :
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1. PBB-P2 : merupakan pajak daerah yang dasar pungutannya diatur
sendiri oleh Perda setempat sesuai amanah Pasal 95 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

2. PAD : adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke
dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan

daerah.



BAB IV
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Selayang Pandang Kabupaten Maros

Kabupaten Maros (Maros Regency) adalah salah satu Daerah
Tingkat Il di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya
Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi
Selatan. Di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Marusu' dengan raja
pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status
sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No. 29
Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi
Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros
Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Turikale.

Kabupaten ini  memiliki luas wilayah 1.619,12 km? dan
berpenduduk sebanyak 349.822 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk
sebesar 216,06 jiwa/km? pada tahun 2018. Bersama Kabupaten Takalar
dan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dikenal sebagai kabupaten
penyangga Kota Makassar. Karena Kabupaten Maros merupakan wilayah
yang berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan
tersebut dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus
terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata.

Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan
penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah
perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata

bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat
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besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. Di daerah ini juga
terdapat banyak tempat wisata andalan bagi wisatawan yang berkunjung
ke Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional
Bantimurung-Bulusaraung dan objek wisata batu karst terbesar kedua di
dunia Rammang-Rammang, selain itu Kabupaten Maros juga memiliki
potensi ekonomi karena Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
berada di Kabupaten Maros (Wikipedia, 2020).
B. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Bupati dan

Wakil Bupati memiliki Visi : Maros Lebih Sejahtera 2021, dengan Misi :

[ERN

. Meningkatkan Perekonomian Daerah

N

. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

w

. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

4. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan.

o

. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.

(o2}

. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Maros melalui OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) memiliki Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Sekretariat KORPRI, Inspektorat Kabupaten, 9 Badan, 15 Dinas, 3 Kantor,
14 Kantor Kecamatan, dan 23 Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja

dan Linmas, dan Rumah Sakit Umum Salewangang. Rincian OPD


https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bantimurung-Bulusaraung
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bantimurung-Bulusaraung
https://id.wikipedia.org/wiki/Rammang-Rammang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Sultan_Hasanuddin
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tersebut dapat dilihat pada : https://maroskab.go.id/daftar-alamat-e-mail-

skpd/.

C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

adalah salah satu SKPD terbentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 62

Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019. Badan Pengelola Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (BPKPD) adalah unsur Pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu: Badan

Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai struktur dari badan keuangan daerah Kabupaten Maros
terdiri dari :

1. Kepala badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur,
mengoordinasikan,  melaksanakan dan  mengendalikan  dan
menentukan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
keuangan daerah yag menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretaris Badan dipimping oleh sekretaris yang mempunyai tugas
mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan
administrasi urusan perencanaan dan pelaporan keuangan dan asset,

umu dan kepegawaian dalam lingkungan badan.


https://maroskab.go.id/daftar-alamat-e-mail-skpd/
https://maroskab.go.id/daftar-alamat-e-mail-skpd/
https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-selatan/pemerintah-kab-maros/badan-pengelolaan-keuangan-dan-pendapatan-daerah
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3. Subbagian dipimping oleh kepala subbagian keuangan yang
mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menghimpun bahan dan
mengelola administrasi keuangan meliputi penggunaan anggaran,
pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

4. Subbagian perencanaan dan pelaporan dipimping oleh kepala
subbagain perencanaan pelaporan yang mempunyai tugas membantu
sekretaris dalam menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan
pelaporan meliputi penyiapan, penyusunan bahan perumusan
kebijakan, rencana, program kegiatan anggaran.

5. Subbagian umum, asset, dan kepegawaian dipimping oleh kepala sub
bagian umum, asset dan kepegawaian yang mempunyai tugas
membantu sekretaris dalam mengelola administrasi umum, aset,
kepegawaian.

6. Bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan dipimping oleh
kepala bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan
mempunyai tugas membantu kepala badan dalam bidang pengelolaan
pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan. Bidang pajak, retribusi
daerah dan dana perimbangan mempunyai beberapa sub seksi:

a. Subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah
sebagaimana dipimping oleh kepala subbidang penetapan dan
perhitungan pajak, retribusi daerah yang mempunyai tugas
membantu kepala badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi pelaporan dan pengelolaan data serta
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evaluasi data perhitungan dan penetapan pajak daerahkeculi PBB
dan BPHTB dan retribusi daerah.

b. Subbidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dana perimbangan
dipimping oleh kepala subbidang pengelolaan pajak, retribusi
daerah, dan dana perimbangan yang mempunyai tugas membantu
kepala bidang dalam melakukan perencanaan dan pengendalian
penagihan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.

c. Subbidang pengawasan dan evaluasi pajak, retribusi daerah
dipimping oleh kepala subbidang pengawasan dan evaluasi pajak,
retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu kepala bidang
dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring
dan evaluasi terhadap pajak, retribusi daerah dan dana
perimbangan.

7. Bidang PBB dan BPHTB dipimping oleh kepala bidang PBB dan
BPHTB mempunyai tugas membantu kepala badan dalam
merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan
bahan dan pedoman PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB
mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:

a. Subbidang penetapan dan perhitungan PBB dan BPHTB di pimping
oleh kepala subbidang penetapan dan perhitungan PBB,BPHTB
yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan
pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB.
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b. Subbidang PBB dan BPHTB dipimping oleh kepala subbidang
pengelolaan PBB, BPHTB mempunyai tugas membantu kepala
bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan,
monitoring dan evaluasi pengelolaan PBB, BPHTB.

c. Subbidang pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB dipimping oleh
kepala subbidang pengawasan dan evaluasi PBB, BPHT yang
mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan
pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB.

8. Bidang pengelola keuangan dipimping oleh kepala bidang pengelola
keuangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam
merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan
bahan dan pedoman pengelolaan keuangan. Bidang pengelolaan
keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:

a. Subbidang penyusunan anggaran dipimping oleh kepala subbidang
penyusunan anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang
dalam melakukan pembinaan,koordinasi, perencanaan, monitoring
dan evaluasi pengelola keuangan.

b. Subbidang teknologi informasi dan pelaporan dipimpingoleh kepala
Subbidang teknologi informasi dan pelaporan yang mempunyai
tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan,
koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan

keuangan.
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c. Subbidang bantuan dan pembiayaan dipimping oleh kepala
subbidang bantuan dan pembiayaan yang empunyai tugas
membantu kepala badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.

9. Bidang penatausahaan keuangan dipimping oleh kepala bidang
penatausahaan keuangan mempunyai tugas membantu kepala badan
dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan,
penyiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan, bidang
penatausahaan keuangan mempunyai beberapa sub seksi
diantaranya:

a. Subbidang verifikasi dipimping oleh kepala subbidang verifikasi
yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan
penatausahaan keuangan.

b. Subbidang akutansi dipimping oleh kepala subbidang akutansi
yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan
penatausahaan keuangan.

c. Subbidang pengeluaran kas dipimpin oleh kepala subbidang
pengeluaran kas yang mempunyai tugas membantu kepala bidang
dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pengawasan penatausahaan keuangan.



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan dan Penentuan Target Penerimaan PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
merupakan Pajak Daerah yang berpotensi untuk menyumbang
Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka untuk melakukan optimalisasi
penerimaan tersebut dibuatlah dasar pengenaan PBB-P2 melalui
penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang ditetapkan setiap
tahun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

Nilai NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli lahan yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti
disekitarnya.

Untuk menetapkan NJOP yang merupakan dasar untuk
menetapkan  PBB-P2  dilakukan dengan  menyesuaikan  dan
memutakhirkan Nilai Indek Rata-rata (NIR)/Zona Nilai Tanah dalam suatu
Zona Nilai Tanah (ZNT) di setiap Kelurahan/Desa yang dilakukan dengan
cara menganalisis informasi dan data yang didapat melalui harga jual
properti yaitu transaksi jual-beli dan penawaran properti yang berasal dari
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Notaris, Kelurahan, Agen Properti,
internet, majalah, brosur, Pameran Perumahan serta transaksi BPHTB

(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang ada.
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Penyesuaian NJOP perlu dilakukan menyesuaikan harga pasar
mengingat NJOP tidak saja digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak
PBB-P2 dan BPHTB saja, namun juga dimanfaatkan oleh instansi
pemerintah maupun swasta diantaranya sebagai: Perhitungan Aset dan
Harta; Acuan Jual beli bagi masyarakat; Acuan pengajuan kredit ke
Perbankan; Patokan Harga Ganti Rugi; Perhitungan LHKPN (Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi para Pejabat Publik; Dan
kepentingan lain yang memerlukan harga property.

Penyesuaian NJOP tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh
proyeksi investasi tanah sebagai dampak perubahan fisik lingkungan
lahan dan pembangunan infrastruktur serta nilai tanah di masa depan.
Kenaikan NJOP juga disebabkan perluasan lahan yang sebelumnya di
zona dalam menjadi zona luar. Ada lahan yang dilewati jalan tol atau
proyek sehingga dari segi nilainya ada pertambahan secara signifikan.
Kenaikan NJOP merupakan upaya penyesuaian yang belum dilakukan di
tahun-tahun sebelumnya.

Penyesuaian NJOP dilakukan agar ada keseimbangan yang baik
dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di beberapa lokasi pada tahun-tahun
sebelumnya ada yang belum disesuaikan sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan dipastikan ada keseimbangan baik dari satu lokasi ke
lokasi yang lain walaupun berbatasan sehingga tidak menimbulkan

ketimpangan NJOP.



43

Dalam beberapa tahun terakhir, di Kabupaten Maros telah
dilakukan penyesuaian nilai bumi setiap tahun untuk mencukupi target
PBB-P2 yang telah ditetapkan APBD (dasarnya adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Maros, Nomor : 01 tahun 2011 tentang bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan/Bphtb). Di beberapa wilayah sejak 2014
mengalami perubahan NJOP yang tidak hanya untuk penetapan PBB-P2
tetapi diharapkan juga dapat meningkatkan potensi penerimaan BPHTB.
Apabila penetapan NJOP jauh dibawah harga pasar dimungkinkan terjadi
kehilangan potensi BPHTB.

Berdasarkan semua itu, Pemerintah Kabupaten Maros telah
menetapkan target penerimaan sebagai bagian dari perencanaan PBB-
P2. Perencanaan ini penting karena merupakan salah satu fungsi
pengelolaan (manajemen). Banyak hal yang masih harus dipersiapkan
oleh pemerintah daerah, sehingga perlu menyusun perencanaan dan
serta evaluasi yang lebih baik dan matang guna menjamin agar
pengelolaan dan pencapaian target PBB-P2 dapat berjalan dengan baik,
lancar dan tepat waktu, karena diketahui bahwa PBB-P2 tidak berdiri
sendiri tapi terkait dengan kontribusinya terhadap PAD yang menentukan
APBD.

Target jumlah penerimaan dari PBB-P2 Pemerintah Kabupaten
Maros masih dianggap wajar, namun target sebisanya harus terpenuhi

karena telah melalui perencanaan (pertimbangan / pembahasan dan
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perhitungan matang), dan jika tidak mencapai target berarti diindikasikan
mis-management.

Berikut ditampilkan data target dan realisasi PBB=P2 Kabupaten

Maros.
Tabel 3. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Maros.
Tahun 2015 - 2019

Tahun Target PBB-P2 Realisasi PBB-P2
2015 12.000.000.000 9.567.503.444
2016 14.000.000.000 10.238.786.045
2017 20.500.000.000 23.036.824.274
2018 20.000.000.000 20.789.034.673
2019 21.100.000.000 22.549.488.951

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Dalam Tabel 3 terlihat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 target
penerimaan PBB- P2 mengalami peningkatan karena perkiraan
meningkatnya jumlah bangunan/property di atas lahan dan pembelian
tanah akibat bertambahnya penduduk dan kebutuhannya serta untuk
keperluan usaha dan lain-lain. Sementara realisasi penerimaan PBB-P2
mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 dan 2016. Tahun 2017
hingga 2019, realisasi PBB- P2 sudah melampaui target dan mengalami
peningkatan. Hal ini menujukkan bahwa perancanaan dan monitoring
yang di lakukan pemerintah sudah baik.

Penentuan target penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros
dilakukan dengan top down dengan menentukan target daerah terlebih
dahulu kemudian dibreak down menjadi target penerimaan per

kecamatan. Untuk menganalisis penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros
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berdasarkan target penerimaan dilakukan dengan menghitung rasio

pengumpulan/collection ratio (Kementerian Keuangan RI, 2013:89), yaitu

rasio yang digunakan untuk mengukur persentase realisasi penerimaan

pajak daerah dari target penerimaan pajak daerah.

Formulasi rasio pengumpulan (collection ratio) pajak daerah:

RPPXi — Realisasi Xi X 100%
'= Target Xi °

RPP = Rasio pengumpulan pajak
Xi = Jenis Pajak Daerah tahun berkenaan

Presentasi realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten. Maros

berdasarkan rasio pengumpulan pajak daerah 2015 - 2019 dapat dilihat

pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rasio Pengumpulan PBB-P2 Kabupaten Maros
Tahun 2015 - 2019

No Tahun Target Realisasi Rasio
Pengumpulan

1 2 3 4 5

1 2015 Rp. 12.000.000.000  Rp.9.567.503.444 79,73
2 2016 Rp. 14.000.000.000  Rp. 10.238.786.045 73,13
3 2017 Rp. 20.500.000.000  Rp. 23.036.824.274 112,37
4 2018 Rp. 20.000.000.000  Rp. 20.789.034.673 103,95
5 2019 Rp. 21.100.000.000  Rp.22.549.488.951 106,87

Sumber : Data setalah diolah, 2020

Presentase penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 yaitu

79,73%, pada tahun 2016 yaitu 73,13%, selanjutnya pada tahun 2017

mengalami peningkatan yaitu 112,37%, pada tahun 2018 mengalami

penurunan menjadi 103,95 % (walau sebenarnya realisasi penerimaan
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melampaui target), dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 106,87
%.

Penetapan target penerimaan dilakukan oleh Badan Keuangan
Kabupaten Maros dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun
sebelumnya dan melakukan penyesuaian data atas objek serta subjek
pajak. Badan tersebut merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

di bidang keuangan termasuk dalam hal teknis pengelolaan PBB-P2.

B. Potensi Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Maros

Tabel 5. Rumus Klarifikasi potensi

Rasio Pertumbuhan
XI . -
Rasio Proporsi Rata —rata X P pre——
rPXI )
P total Prima Berkembang
rPXI ) .
P total - Potensial Terbelakang
rPXtotal

Sumber : Kementerian Keuangan RI (2013:90)

Keterangan

rPXI : Pertumbuhan penerimaan Jenis Pajak Daerah
rPXtotal : Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah
Xl . Rata-rata penerimaan seluruh Pajak Daerah

Rasio proporsi dan rasio pertumbuhan pajak daerah serta
klasifikasi potensi penerimaan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah  di

Kabupaten Maros :
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Berdasarkan aturan Kementerian Keuangan RI (2014:93)
menyatakan bahwa Klasifikasi potensi penerimaan pajak dapat
digolongkan menjadi : (a) Penerimaan Prima; (b) Penerimaan Potensial;
(c) Berkembang; (d) Terbelakang. Untuk menentukan potensi penerimaan
pajak daerah ke dalam klasifikasi tersebut diperlukan 2 indikator pokok,
yaitu: (a) Rasio Proporsi; dan (b) Rasio Tambahan.

Tabel 6. Rasio Proporsi Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Maros.
Tahun 2015 - 2019

Tahun Realisasi PBB- P2 Realisasi PAD ngs- Rata- rata PAD Rasio .
Jenis PAD Proporsi
2 3 4 5 6 7
2015 Rp.9.567.503.444 Rp. 141.487.685.605 11 Rp 12.862.516.873 0,74
2016  Rp. 10.238.786.045 Rp. 165.487.675.628 11 Rp 15.044.334.148 0,68
2017 Rp. 23.036.824.274 Rp. 194.999.053.694 11 Rp 17.727.186.699 1,30
2018 Rp.20.789.034.673 Rp. 210.844.779.862 11 Rp 19.167.707.260 1,08
2019 Rp. 22.549.488.951 Rp. 227.998.857.884 11 Rp 20.727.168.899 1,09

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Penentuan potensi penerimaan pajak daerah PBB-P2 Kabupaten
Maros berdasarkan indikator rasio proporsi realisasi PBB-P2 dibagi
dengan rata-rata PAD, tahun 2015 rasio proporsi yaitu 0,74, tahun 2016
rasio proporsi yaitu 0,68, selanjutnya tahun 2017 rasio proporsi mengalami
peningkatan yaitu 1,30, tahun 2018 rasio proporsi mengalami penurunan
menjadi 1,08, dan rasio proporsi meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi

1,09.



48

Tabel 7. Menujukan Rasio Tambahan/Pertumbuhan Penerimaan
PBBP2 Kabupaten Maros. Tahun 2015 - 2019

asio
Tahun Pertumb:zhan PBB- Pertumbuhan PAD Pertumbuhan/Tambaha
n
2 3 4 5
2015 - - -
2016 0,07 0,15 0,48
2017 1,25 0,18 7,01
2018 -0,10 0,08 -1,20
2019 0,08 0,08 1,04

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Potensi penerimaan pajak daerah PBB-P2 Kabupaten Maros
berdasarkan indikator rasio pertumbuhan/tambahan pertumbuhan PBB-P2
dibagi dengan pertumbuhan PAD, pada tahun 2016 rasio
pertumbuhan/tambahan yaitu 0,48, selanjutnya pada tahun 2017 rasio
pertumbuhan/tambahan mengalami peningkatan yaitu 7,1, pada tahun
2018 rasio pertumbuhan/tambahan mengalami penurunan menjadi -1,20,
dan rasio pertumbuhan/tambahan meningkat lagi pada tahun 2019
menjadi 1,04. Untuk mengetahui klasifikasi potensi penerimaan PBB-P2 di
Kabupaten. Maros dilakukan dengan menggunakan rumusan Kklasifikasi
potensi pada gambar 4 berikut:

Tabel 8. Rasio Proporsi dan Rasio Pertumbuhan PBB-P2
Kabupaten Maros Tahun 2013- 2016

Tahun Rasio Proporsi Rasio Pertumbuhan Klasifikasi
2 3 4 5
2015 0,74 - -
2016 0,68 0,48 Terbelakan
2017 1,30 7,01 Prima
2018 1,08 -1,20 Potensial
2019 1,09 1,04 Prima

Sumber : Data setalah diolah, 2020
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Klasifikasi potensi berdasarkan rasio propersi dan rasio
pertumbuhan, pada tahun 2016 sesuai dengan rumus kalsifikasi potensi
dimana rasio proporsi < 1 dan rasio pertumbuhan < 1 maka klasifikasinya
adalah Terbelakan, pada tahun 2017 rasio proporsi > 1 dan rasio
pertumbuhan > 1 maka klasifikasinya adalah Prima, pada tahun 2018
rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan < 1 maka klasifikasinya adalah
Potensi, dan pada tahun 2019 rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan >

1 maka klasifikasinya adalah Prima.

C. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten
Maros

Realisasi penerimaan PBB-P2. Tahun 2015 target PBB-P2 Rp.
12.000.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 9.567.503.444, pada
tahun 2016 target PBB-P2 Rp. 14.000.000.000 sedangkan realisasinya
yakni Rp. 10.238.786.045, pada tahun 2017 target PBB-P2 Rp.
20.500.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 23.036.824.274, pada
tahun 2018 target PBB-P2 Rp. 20.000.000.000 sedangkan realisasinya
yakni Rp. 20.789.034.673, pada tahun 2019 target PBB-P2 Rp.
21.100.000.000 sedangkan realisasinya yakni Rp. 22.549.488.951. Hal
tersebut terjadi karena ada beberapa akar permasalahan yang dihadapi
oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Maros. Berikut adalah
faktor penyebab target atau rencana penerimaan pada tahun yang

bersangkutan tidak tercapai :
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. Adanya wajib pajak yang enggan membayar pajak karena wajib pajak
sudah tidak memiliki objek pajak atau tanah atau bangunan yang
bersangkutan. Sedangkan pemilik baru atas objek PBB tersebut belum
melaporkan perubahan kepemilikan. Hal ini menyebabkan pajak atas
PBB-P2 tersebut tidak dapat di tagih atau direalisasikan.

. Keinginan dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam melaporkan
dan menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

. Target Penerimaan PBB-P2 pada tahun berjalan yang ditetapkan oleh
kepala daerah dinilai terlalu tinggi.

. Tidak adanya timbal balik atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh
wajib pajak sehingga wajib pajak beranggapan bahwa percuma
membayar pajak jika tidak ada perubahan atau manfaat yang bisa
mereka rasakan.

. Pendataan Objek Pajak yang belum maksimal yang menyebabkan

adanya surat tagihan yang tidak tersampaikan kepada subjek pajak.

f. Kurangnya personil dan sarana penunjang untuk personil yang bertugas

dalam melakukan penagihan pajak atau pelayanan pajak.

g. Adanya objek pajak potensional yang berstatus sengketa pajak yang

menghambat penerimaan pajak petugas tidak dapat melakukan

pemungutan pajak atas objek tersebut.
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h. Belum tegasnya sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak yang
tidak membayar kewajiban PBB nya sehingga wajib pajak tidak takut

untuk menolak membayar PBB.

D. Faktor-Faktor Pendukung Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten
Maros
Adanya ketidak sesuaian dengan perencanaan PBB- P2 yang
dalam meningkatkan PAD yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah
melakukan perencanaan, Monitoring dan evaluasi antara lain :
a. Kepemimpinan
Pemimpin merupakan pribadi yang memiliki superioritas tertentu,
sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk
menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai
tujuan tertentu. Pemimpin suatu daerah dapat meningkatkan PAD
melalui Kebijakan yang diambilnya dengan pembuatan Peraturan
Daerah. Peralihan PBB-P2 dari pusat ke daerah pada tahun 2014
sebagai pendapatan daerah. PBB-P2 pada tahun pertama
pelaksanaannya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah,
namun tidak terlepas dari pengelolaan PBB-P2 yang terus dilakukan
pemerintah daerah seperti pembentukan sumber daya manusia
pengelola PBB-P2, sarana dan prasarana, pendanaan dan kerjasama
yang dilakukan dengan perbankan. Kepemimpinan lurah dan camat
menjadi faktor yang mendukung penerimaan PBB-P2 di Kabupaten.

Maros.
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b. Sumber Daya Manusia

C.

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam sebuah
organisasi apapun bentuknya. Sumber Daya Manusia merupakan
faktor sentral di lingkungan organisasi provit (perusahaan dan
industry), non provit (instansi pemerintah), dan  voluntir
(organisasi/perkumpulan berdasarkan kemanusiaan dan pengabdian).
Oleh karenanya sumber daya manusia pada lingkungan organisasi
harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
organisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan
atau manajeman sumber daya manusia untuk mencapai tujuan
organisasi adalah pemberdayaan manusia sebagai sumber daya
secara maksimal. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak lepas dari
peran petugas pemungut/penagih yang lebih dikenal dengan kolektor
di Kabupaten Maros. Kolektor PBB-P2 di Kabupaten Maros adalah
aparatur pemerintah dikelurahan yang sebagian besar merupakan
mantan kepala lingkungan yang berdomisili pada wilayah
penagihannya. Hal ini menjadi faktor yang mendukung penerimaan
PBB-P2 di Kabupaten Maros.

Inovasi

Faktor pendukung inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam

rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sebagai

berikut:
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1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penghimpunan
dataobjek/subjek pajak sampai proses penagihan;

2. Melaksanakan penatausahaan restitusi, administrasi kelebihan
pembayaran pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;

3. Melaksanakan penatausahaan administrasi kompensasi kelebihan
pembayaran PBB-P2;

4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak;

5. Melaksanakan penerbitan surat teguran, surat tagihan dan surat
ketetapan pajak kurang bayar dan surat pelaksanaan penerbitan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan proses penegaka
aturan perpajakan lainnya.

Selain pengawasan juga harus memberikan proses pelayanan
yang baik agar proses pemungutan yang dilakukan dapat maksimal dan
mampu meningkatkan PAD. Adapun pelayanan yang dimaksud sebagai
berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal pengajuan
pendaftaran objek pajak, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT,
keberatan, pengajuan pengurangan, restitusi, konvensasi dan
pengurangan denda;

2. Memberikan pelayanan konsultasi untuk membantu segala
permasalahan Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan

kewajiban perpajakannya,;
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3. Meneliti kelengkapan berkas yang diajukan untuk Wajib Pajak;
merekam, mencetak bukti dokumen (tanda terima dokumen);
meneruskan berkas ke masing-masing seksi/ fungsi; menyerahkan

SPPT ke Wajib Pajak.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan PBB-P2 dalam meningkatkan kontribusi PAD di
Kabupaten Maros ditinjau dari aspek manajemen berupa fungsi
perencanaan, monitoring dan evaluasi cukup baik. Dari hasil pengelolaan
tersebut, penerimaan dari PBB-P2 relatif memenuhi target, artinya ada
tahun-tahun tertentu (2015 dan 2016) tidak memenuhi target namun
dengan persentase wajar, tapi di tahun berikutnya (2017, 2018, dan
2019) sudah melampaui target.

Dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan
yang dihadapi oleh daerah, antara lain pada sistem pengelolaan basis
data objek, subjek dan wajib pajak yang masih perlu ditangani serius,
efektif dan efisien, termasuk sistem administrasi dan pelayanan kepada
masyarakat wajib pajak. Hal tersebut diindikasikan terkait dengan
kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM yang melakukan
pemungutan PBB-P2.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB-P2
adalah kesadaran/kepatuhan dan pengetahuan tentang pajak tersebut
bagi wajib pajak, kurang akuratnya penetapan pajak terutang, SPPT yang
tidak sampai ke wajib pajak, kurang optimalnya tindakan penagihan pajak,
masalah kebijakan pengurangan pajak, serta kebijakan pemerintah secara
nasional mengenai amnesti/penghapusan pajak (misalnya rakyat miskin)

yang berimbas pada PAD ataupun APBD.
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B. Rekomendasi

Diperlukan pemutakhiran data PBB-P2 karena banyak bangunan
yang telah berubah bentuk, ukuran dan fungsi sehingga nilai pajaknya
juga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Langkah tersebut perlu juga dibarengi pembaruan nilai jual objek
pajak khususnya bumi dan bangunan, objek pajak terkait komersial seperti
statsiun pengisian bahan bakar umum, hotel, dan tempat usaha lainnya,
termasuk analisis penggolongan zona nilai tanah (ZNT) PBB merupakan
upaya untuk meningkatkan PAD pada sektor PBB-P2.

Untuk mendukung hal-hal tersebut maka proyeksi dan faktor
manajemen sangat menentukan terutama sisi perencanaan, monitoring

dan evaluasi, pelaporan, serta kemudahan pelayanan (service).
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